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Dasar Hukum Kuallfikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik 1. §1 Sederajat
2 Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 tertang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang s 03
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama '
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. SMA Sederjat
4 Peraturan Pemerirtah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/I/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SKVIN2022
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
Daftar Informasi Publik. Komputer dan kelengkapannya
————e e —————eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere ]
IPerlngatan IPencatamn dan pendataan
Arsip Bagian Kepegawaran Organisasi 8 Tata Laksana
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Tim Pejabat
PPID Pertimbangan Penyedia Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Melakukan kajian atas informasi yang SSL:::‘ gea‘n:;%r:‘o:;r;. Surat permohonan, Surat
1 tidak termasuk dalam daftar informasi ymohonan informasi Jawabn atas permohonan
publilk dengan melibatkan Tim pe pe"r:)honan ' informasi, permohonan
Pertimbangan keberatan. keberatan.
Mmebagikan Pertimbangan terhadap
2 permohonan informasi publik selain Notulensi berita acara Notulensi atau berita acara
informasi publik yang diterapkan pleno. plenc
dalam Daftar Informasi Publik.
: Surst|parmchonan Surat permohonan, Surat
Melakukan koordinasi pengujian Surat Jawabn atas Jaw, ab‘r:e e nae c;huna i
3 jkonsekuensi dengan untuk melakukan permohonan informasi, 3 as pe
Klasifikasi informasi publik permohonan keberatan k:';‘;"r:;:" d‘:;";:me“::i
dan Notulensi
Paling
lama 14
Melakukan pengujian konsekuensi gﬂﬁ‘t 3:"‘;‘;’:;‘;‘;' harikerja |  Berita acara pengujian
4 |dengan mefibatkan tim pakar — ":" fedcrasl konsekuensi, daftar hadir,
berdasarkan peraturan Komisi pel gerr?:)honan s draft, SK Penguijian
Informas! Publik keberatan. Konsekuensi
Membuat hasil pertimbangan tertulis Berita acara pengujian
5 dan dilaporkan kepada pimpinan Daftar panetapan konsekuensi, daftar hadir,
badan publik urtuk mendapatkan pengujian konsekuensi draft, SK Pengujian
pearsetujuan Konsekuensi
Melakukan reviu pertimbangan tertulis ¥ e e L
h . Daftar penetapan konsekuensi, daftar hadir,
6 |iika setuju diserahkan kepada PPID ian k Kuensi draft, SK Penauian
untuk ditetapkan pengujian konse Lol gL
Konsekuensi
Berita acara pengujian
. - " l l SK Pengujlan konsekuensi, daftar hadir,
7 [Menetapkan informasi dikecualikan, Konsekuensi draft, SK Pengujian
Konsekuensi




